
KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI SUAKA ALAM PERAIRAN
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI

PAPUA BARAT TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Suaka
Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan
laut sekitarnya di Provinsi Papua Barat, perlu
menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka
Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan
laut sekitarnya di Provinsi Papua Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan
Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya
di Provinsi Papua Barat Tahun 2014 - 2034;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

5. Keputusan...
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5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 8/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan
Kawasan Konservasi Perairan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan
Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI SUAKA
ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT
DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2014 - 2034.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam
Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut
sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU merupakan panduan operasional
pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo
Sebelah Barat dan laut sekitarnya di Provinsi Papua
Barat.

KETIGA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun sekali.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/KEPMEN-KP/2014
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO
SEBELAH BARAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2014 – 2034

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepulauan Raja Ampat dikenal memiliki tingkat keanekaragaman

hayati dan endimisitas sumber daya pesisir dan laut yang tinggi. Indikasi

ini telah diperkirakan sejak lama dengan adanya beberapa kegiatan

penelitian di Raja Ampat seperti datangnya kapal Perancis L’Uranie

(1818-19), La Coquille (1823), L’Astrolabe (1826), dan peneliti Peter

Bleeker (1860-an), Alfred Wallace (1860-1861) dan Snellius (1920).  Sejak

tahun 2000, Conservation International (CI) dan The Nature Conservancy

(TNC) melakukan serangkaian penelitian di Raja Ampat terutama untuk

mengetahui status keanekaragaman hayati laut di kepulatan ini. Melalui

serangkai survei ini kemudian para ahli kelautan menyatakan bahwa

wilayah Kepulauan Raja Ampat memiliki tingkat keaneragaman hayati

yang paling tinggi dunia. Kepulauan ini memiliki setidaknya 1.318 jenis

ikan karang (Allen dan Erdmann, 2009) dan 533 jenis karang keras

(Turak dan Devantier, 2008).

Dalam konteks regional, Kepulauan Raja Ampat termasuk dalam

kawasan segitiga karang dunia (coral triangle) dan merupakan bagian

kawasan penting keanekaragaman hayati pesisir dan laut.Kawasan

segitiga karang ditandai dengan adanya 500 atau lebih jenis karang dan

merupakan pusat dari kelimpahan dan keragaman karang di bumi.

Kawasan segitiga karang ini meliputi 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia,

Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon.

Sumber daya hayati pesisir dan laut yang tinggi dan luar biasa di

kawasan segitiga karang dapat menjadi sumber protein, pendapatan dan

penghidupan bagi lebih 120 juta masyarakat didalamnya yang

tergantung dari kegiatan perikanan. Selain itu, kawasan ini juga

bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui wisata,
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